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ABSTRAK 

E-Court adalah serangkaian proses administrasi dan persidangan 

menggunakan sistem elektronik yang dimulai dengan Pendaftaran Perkara Online 

di Pengadilan, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, 

jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum dan penyampaian 

dokumen perkara secara elektronik. Pada Tahun 2021 perkara E-Court di 

Pengadilan Agama Kotabumi berjumlah 1353 perkara dan hanya 180 perkara yang 

didaftarkan melalui E-Court dengan presentase 13,30%, sementara di Pengadilan 

Agama dalam lingkup wilayah Lampung memiliki presentase 31,05% sampai 

83.09% perkara E-Court. Pada tahun berikutnya (2022) pendaftaran perkara E-

Court di Pengadilan Agama Kotabumi mengalami kenaikan yang signifikan, 

berjumlah 687 perkara E-Court dari 1355 perkara keseluruhan dengan presentase 

yang terdaftar melalui E-Court 51,04%. Ini menunjukan bahwa Pengadilan Agama 

Kotabumi memiliki kenaikan dalam jumlah penangan perkara. Dari fenomena 

tersebut penelitian ini membahas bagaimana implementasi sistem E-Court di 

Pengadilan Agama Kotabumi dan bagaimana peran Pengadilan dengan kenaikan 

yang signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti serta dengan pola pikir deduktif maupun 

induktif, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif-

sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dalam hal ini adalah implementasi sistem E-Court di Pengadilan 

Agama Kotabumi yang dianalisis dengan kerangka teori sistem hukum Lawrance 

Meir Friedman untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pengadilan Agama Kotabumi dalam 

hal implementasi sistem E- Court memiliki sarana prasarana yang terbatas dan 

dinilai masih memperlukan banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 

ketersediaan ruangan sidang yang hanya memiliki jumlah 2 ruang sidang saja, 

ruang sidang 1 sudah memiliki sarana pendukung serta dapat digunakan untuk 

melaksanakan perkara E-Court, sedangkan pada ruang sidang 2 belum bisa 

memfasilitasi untuk penggunaan penanganan perkara E-Court. Kurangnya peran 

duta layanan di PTSP dalam menawarkan dan memberikan informasi terkait 

penggunaan aplikasi E-Court. Kemudian, Pengadilan Agama Kotabumi memiliki 

peran yang baik dibalik kenaikan signifikan dari perkara E-Court pada tahun 2021 

sampai 2022. Adapun peran tersebut seperti melakukan sosialisasi dari Pengadilan 

Agama Kotabumi kepada masyarakat melalui acara Sidang Keliling yang rutin 

dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu yang bentuknya disampaikan secara 

langsung kepada masyarakat yang hadir, juga sosialisasi dalam bentuk animasi 

video, berita, website Pengadilan dan adanya peran Advokat yang diwajibkan 

mendaftarkan perkaranya melalui E-Court. 

Kata Kunci: E-Court, Implementasi, Pengadilan Agama 
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ABSTRACT 

E-Court is a series of administrative and judicial processes that employ an 

electronic system, commencing with Online Case Registration at the Court, 

payment acceptance, summons/notifications delivery, responses, replies, 

rejoinders, conclusions, acceptance of legal remedies, and electronic case 

document submission. In the year 2021, the number of E-Court cases at the 

Kotabumi Religious Court totaled 1353, with only 180 cases registered through E-

Court, constituting a percentage of 13.30%. In contrast, within the jurisdiction of 

Lampung's Religious Courts, the E-Court case percentage ranged from 31.05% to 

83.09%. The subsequent year (2022) witnessed a significant increase in E-Court 

case registration at the Kotabumi Religious Court, totaling 687 out of 1355 overall 

cases, with a registered percentage via E-Court of 51.04%. This indicates an 

upsurge in the court's case handling. Based on this phenomenon, this study 

discusses the implementation of the E-Court system at the Kotabumi Religious 

Court and the court's role amidst the noteworthy rise in E-Court case registrations. 

This research is conducted as a field study, involving direct observation at 

the researched location, utilizing both deductive and inductive reasoning. It adopts 

a descriptive-analytical approach with a normative-sociological perspective. Data 

collection techniques encompass observation, interviews, and documentation. The 

focus is on the implementation of the E-Court system at the Kotabumi Religious 

Court, analyzed using Lawrance Meir Friedman's legal system framework to attain 

accurate and conclusive results. 

The findings of this study reveal that: The Kotabumi Religious Court, in 

terms of E-Court system implementation, faces limitations in infrastructure and is 

deemed in need of enhancement. This is evidenced by the presence of only 2 

courtrooms, with Courtroom 1 equipped for E-Court proceedings, while 

Courtroom 2 lacks the necessary facilities. The limited role of service ambassadors 

at the PTSP (Integrated Licensing and Services Center) in promoting and 

disseminating information regarding E-Court application usage is noted. The 

Kotabumi Religious Court plays a pivotal role behind the substantial rise in E-

Court cases from 2021 to 2022. This role includes conducting outreach to the 

community through regular Mobile Court sessions held once a week, providing 

direct information dissemination. Additionally, various forms of dissemination such 

as animated videos, news, the court's website, and the involvement of Advocates 

who are mandated to register cases through E-Court also contribute to its role. 

Keyword: E-Court, Implementation, Religious Courts 
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MOTTO 

“Kita Tidak Akan Pernah Tau Jika Kita Tidak Mencobanya 

Maka Teruslah Mencoba Yang Terbaik” 

(Keep Going-Keep Growing-Be Grateful) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan 

Langkah inovatif Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat. Aplikasi E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan 

sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat seperti Pendaftaran perkara 

secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar 

Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara 

online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, 

Jawaban).1 

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan 

administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan untuk 

mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, 

transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.2 Tujuan tersebut sejalan 

dengan Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Untuk mewujudkan itu E-Court hadir di lingkungan peradilan 

 
1 Pengadilan Agama Sumber, Tentang E-Court, https://web.pa-sumber.go.id/tentang-E-

Court/#, accessed 1 Apr 2023. 

2 Pasal 2 
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Indonesia, E-Court adalah serangkaian proses administrasi dan persidangan 

menggunakan sistem elektronik yang dimulai dengan Pendaftaran Perkara 

Online di Pengadilan, penerimaan pembayaran, penyampaian 

panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan 

upaya hukum dan penyampaian dokumen perkara secara elektronik.3 

Aplikasi E-Court dapat diakses oleh pengguna terdaftar yaitu Advokat dan 

pengguna lainya sebagaimana telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 

2019.4 Namun saat ini pendaftaran perkara hanya dikhususkan untuk 

Advokat yang telah terdaftar dan mendapatkan akun melalui mekanisme 

validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat 

disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum 

akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.5 

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama bahwa 

tata cara pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan 

secara elektronik telah diatur dalam Buku Panduan E-Court Badan 

Peradilan Agama Mahkamah Agung.6 Dalam implementasi E-Court perlu 

diperhatikan efektivitas hukumnya agar hukum yang dibuat dan 

diberlakukan tersebut telah tercapai tujuan dan maksudnya. Menurut 

 
3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, p. Pasal 1 Ayat (6). 

4 Ibid,. Pasal 1 ayat (4 dan 5) 

5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, E-Court, https://ecourt.mahkamahagung.go.id/, 

accessed 14 Apr 2023. 

6 Pengadilan Agama Sumber, Tentang E-Court. 
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Lawrance Meir Friedman efektif atau tidaknya suatu hukum dapat 

dipengaruhi tiga elemen, diantaranya:7 Faktor struktur hukum, faktor 

substansi hukum dan faktor budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling 

berkaitan satu sama lain, Struktur hukum meliputi aspek kelembagaan atau 

institusi pelaksana hukum, yaitu wewenang lembaga dan personel (petugas 

penegak hukum). Substansi hukum mencakup bahan hukum atau produk 

hukum yang sebagian di dalamnya diwujudkan dalam peraturan hukum 

yang berlaku. Sementara itu, kultur hukum atau budaya hukum 

berhubungan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga 

komponen ini berperan secara bersama-sama dalam memengaruhi 

kesuksesan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat atau negara. 

Masing-masing elemen berkolaborasi guna mencapai tujuan utama 

penegakan hukum itu sendiri, yakni tercapainya keadilan. 

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Kotabumi menempati urutan 

ke-dua dalam jumlah presentase perkara E-Court paling sedikit, dari 1353 

jumlah keselurahan perkara yang ada, hanya 180 perkara yang didaftarkan 

melalui E-Court dengan presentase 13,30%, sementara di Pengadilan 

Agama dalam lingkup wilayah Lampung memiliki presentase 31,05% 

sampai 83.09% perkara E-Court.8 E-Court yang seharusnya hadir sebagai 

 
7 Lutfil Ansor, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal 

Yuridis, vol. 4 No. 2 (2017). 
8 Laporan Pelaksanaan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, 

https://www.pta-bandarlampung.go.id/arsip/index.php/LAPORAN-TAHUNAN/Laporan-

Tahunan2021/, accessed 12 Jan 2023. 
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bentuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, dalam hal ini 

memiliki sedikit perkara yang didaftarkan melalui E-Court.  

Pada tahun berikutnya (2022) pendaftaran perkara melalui E-Court 

di Pengadilan Agama Kotabumi mengalami kenaikan yang signifikan, 

berjumlah 687 perkara E-Court dari 1355 perkara keseluruhan dengan 

presentase yang terdaftar melalui E-Court 51,04%.9 Dari fenomena tersebut 

Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi-

nya di Pengadilan Agama Kotabumi. Serta menjadi persoalan yang menarik 

sebagai objek penelitian skripsi, dengan judul skripsi: “IMPLEMENTASI 

SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTABUMI TAHUN 

2021-2022.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan 

permasalahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama 

Kotabumi? 

2. Bagaimana peran Pengadilan dengan kenaikan yang signifikan dari 

angka pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi 

pada tahun 2021-2022? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 
9 Sumber dari Staf Analis Tata Laksana Pengadilan Agama Kotabumi (Data Perkara E-

Court 2022) 
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Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui implementasi sistem E-Court di 

Pengadilan Agama Kotabumi. 

b. Untuk mengetahui peran Pengadilan dengan kenaikan yang 

signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court di 

Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2021-2022.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu pengetahuan di 

bidang hukum dan diharapkan mampu memberikan 

gambaran teoritis mengenai implementasi sistem E-Court di 

lingkup Pengadilan Agama dalam mendukung sistem 

administrasi hukum dan persidangan yang lebih baik. 

b. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan 

sebagai rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa 

serta para praktisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijga dan juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk 

pelaksanaan perkara E-Court yang dilaksanakan dalam 

lingkup Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Agama 

Kotabumi. 
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D. Telaah Pustaka 

Berbagai penelitian tentang E-Court telah membahas E-Court dari berbagai 

pendekatan, mulai dari pendekatan normative,10 pendekatan yuridis,11 dan 

sosiologi hukum.12 Karya dengan pendekatan normative telah membahas 

tentang E-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang ditinjau dari 

maslahah mursalah.13 Penerapan E-Court dinilai sudah berjalan cukup baik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, E-Court juga dinilai bermanfaat dan 

memudahkan masyarakat yang mana selaras dengan prinsip maslahah. 

Kemudian E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara14 juga memberi 

 
10 Fatkhurrohmah, “Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 

Perspektif Maslahah Mursalah”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2020); Siti 

Rachmagia Purwanto, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang”, 

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasaanuddin Banten (2022). 

11 Ibnu Tsani Al-Faqih, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara 

Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA”, Universitas 

Muhammadiyah Malang (2020); Muhammad Arief Ridha Rosyadi, “Implementasi Aplikasi E-Court 

Di Pengadilan Agama Samarinda”, UIN Antasari (2021); Febyola Nainggolan, “Perbandingan E-

Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya 

Ringan”, Universitas Kristen Satya Wacana (2021); Annisa Dita Setiawan dan Artaji, Sherly Ayuna 

Putri, “Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”, Jurnal 

Poros Hukum Padjadjaran, vol. 2 No. 2 (2021). 

12 Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan 

Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”, Makasar: Universitas Hasanudin 

(2022); Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Kediri”, IAIN Ponorogo (2021); Muhammad Roihan Ibrahim, “Penerapan 

Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Sarolangun”, Jambi: Sultan Taha Syaifudin (2022); Fitri 

Rosmana, “Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota 

Palembang”, Universitas Sriwijaya (2020). 

13 Fatkhurrohmah, “Penerapan E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

01 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik 

Perspektif Maslahah Mursalah”. 

14 Siti Rachmagia Purwanto, “Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik Di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Serang”. 
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manfaat dalam mempermudah masyarakat akan mendaftarkan perkara di 

laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ yang pada intinya menghemat 

waktu dan biaya dalam proses berperkara. 

Karya dengan pendekatan yuridis telah membahas tentang E-Court 

pada sistem Peradilan Umum15 dan Peradilan Agama16. Karya dengan 

pendekatan ini membahas tentang perbandingan E-Court dengan sidang 

konvensional17 dan permasalahan apa saja yang dihadapi masing-masing 

Pengadilan. Pokok dari penelitian-penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana sebenarnya penerapan E-Court di lembaga dan permasalahan 

apa saja yang ada di lembaga peradilan, setelah dilakukan penelitian 

mengenai sistem E-Court ditemukan fakta bahwa yang dapat mengakses 

akun E-Court hanya advokat saja sehingga masyarakat umum tidak dapat 

mengaksesnya.18 Perlu adanya suatu peraturan dan sosialisasi terhadap 

masyarakat umum agar dapat mengakses E-Court. 

Sedangkan karya dengan pendekatan sosiologi hukum telah 

membahas evektifitas Penerapan E-Court di Pengadilan Agama19 dan 

 
15 Annisa Dita Setiawan dan Artaji, Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem E-Court 

Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri”. 

16 Ibnu Tsani Al-Faqih, “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Pendaftaran Perkara 

Secara Elektronik Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Malang Kelas IA”. 

17 Febyola Nainggolan, “Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam 

Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. 

18 Ibid. 

19 Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”. 
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penerapan E-Court dalam penanganan perkara perdata20, keberadaan sistem 

E-Court sebagai terobosan baru agar jalannya persidangan lebih efektif dan 

memberikan perubahan sebagai kemajuan sistem informasi. Meskipun 

sudah relatif baik, banyak para pihak yang mendaftarkannya perkara secara 

manual dari pada melalui E-Court serta kurangnya sosialisasi dari para 

petugas Pojok E-Court.21 

Dari karya-karya yang ada, skripsi ini membahas E-Court dengan 

pendekatan sosiologi hukum. Oleh karena itu, penting untuk membahas 

karya Fitri Rosmana mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 

Karya tersebut fokus membahas efektivitas dan penyelesaian perkara 

perdata oleh Advokat yang pada hasil pembahaasnnya menyebutkan bahwa 

penerapan sistem E-Court dinilai kurang baik, masih banyak hambatan, 

kurangnya sarana prasarana dan kurangnya peran para petugas 

dalampenggunaan jaringan internet. 

Berbeda dengan karya Fitri Rosmana, skripsi ini fokus pada 

pembahasan tentang implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama 

Kotabumi serta membahas peran Pengadilan dengan kenaikan yang 

signifikan dari angka pendaftaran perkara E-Court di Pengadilan Agama 

Kotabumi yang pada tahum sebelumnya pendaftaran perkara E-Court dinilai 

sangat sedikit perkara yang didaftarkan. Seharusnya dengan hadirnya E-

 
20 Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan 

Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”. 

21 Ibid. 
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Court di lembaga peradilan Indonesia akan membuat persidangan lebih 

efektif sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. 

E. Kerangka Teori 

Sistem E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk 

pelayanan kepada masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online 

(e-filling), Taksiran Panjar Biaya secara elektronik serta Pembayaran Panjar 

Biaya secara online (e-payment), Pemanggilan secara online (e-summons) 

dan Persidangan secara online (e-litigasi), dapat mengirim dokumen 

persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) secara elektronik, 

dapat mengunduh salinan putusan secara elektronik (e-salinan), serta 

penandatangan berkas salinan putusan secara elektronik (e-sign) yang dapat 

diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Pengajuan perkara melalui E-Court 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan fungsinya untuk menerima 

pendaftaran perkara secara online dimana para pencari keadilan dapat 

menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran suatu perkara.22 

Oleh karena itu, lembaga peradilan tertinggi Indonesia atau 

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan 

secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai 

landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan 

secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib 

 
22 Karini Rivayanti Medellu, “Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan 

Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”. 
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penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien 

dan modern.23 

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman 

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum Amerika, 

dalam bukunya The Legal System A Social Science Perspective 

menyampaikan sebuah teori hukum, dimana terdapat 3 (tiga) 

komponen utama dari sebuah sistem hukum, yang meliputi Struktur 

Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum.24 Lawrence M. 

Friedman juga mengemukakan efektivitas suatu hukum dapat dilihat 

dari tiga unsur sistem hukum tersebut25, yakni: 

a. Struktur Hukum, merupakan kelembagaan yang dibuat oleh 

sistem hukum yang mempunyai berbagai macam fungsi 

untuk mendukung berjalannya suatu sistem hukum atau 

suatu bentuk yang permanen dari sistem hukum untuk 

menjaga proses tetap berada dalam batas-batasnya. 

b. Substansi Hukum, bisa dikatan substansi hukum adalah 

output yang dihasilkan oleh sistem hukum, berupa norma, 

 
23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 

24 Priyo Hutomo, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem 

Pemasyarakatan Militer”, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, vol. 1 No. 1 (2021). 

25 Anwar Anas, Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, 

https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-friedman/, 

accessed 13 Jul 2023. 
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aturan atau putusan yang digunakan baik oleh pihak yang 

mengatur maupun yang diatur. 

c. Budaya Hukum, meruakan sikap, pandangan, prilaku atau 

kebiasan suatu masyarakat terhadap hukum dan bagaimana 

hukum digunakan yang mempengaruhi bekerjanya hukum. 

Maka, dapat disimpulakan bahwa budaya hukum adalah 

keseluruhan prilaku dari masyarakat dan akan menentukan 

bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di dalam 

masyarakat. 

Secara umum Lawrence memandang bahwa dari ketiga komponen 

tersebut, budaya hukum adalah komponen paling utama. Namun 

tidak menekankan bahwa struktur hukum dan substansi hukum 

adalah komponen sekunder dari sebuah sistem hukum. Budaya 

hukum dapat bertransformasi kapan saja dengan sejalanya 

perkembangan kesadaran hukum masyarakat. Jika kesadaran hukum 

dalam masyarakat berkembang maka masyarakat akan lebih terbuka 

terhadap perubahan-perubahan dalam Struktur Hukum dan 

Substansi Hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, external legal 

culture akan dapat dengan mudah diadaptasi dan diterapkan.26 

 
26 Ibid. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan, 

maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

dengan peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti serta dengan pola 

pikir deduktif maupun induktif yakni memulai berpikir dari hal yang 

sifatnya umum, kemudian dirunut kepada hal yang sifatnya khusus 

maupun sebaliknya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Untuk mendeskripsikan 

atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data 

atau sampel yang telah dikumpulkan mengenai peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan E-Court sehingga diharapkan mampu 

menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis 

Sehingga penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman tentang suatu realitas tertentu dan 

fenomena yang terjadi. Maka dari itu pengalaman, pengamatan 

lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan langsung oleh 

peneliti untuk memperoleh data yang valid. 

4. Sumber Data 
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a. Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan 

penting. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi ini adalah Wawancara kepada narasumber 

atau informan yang terkait. 

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, seperti 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, 

Buku-buku, Jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan 

E-Court. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi 

 Menurut Soeratno, observasi adalah metode pengumpulan 

data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan 

sistematik.27 Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di 

lokasi penelitian dengan mengamati objek penelitian atau 

peristiwa secara langsung. Dalam hal ini melakukan 

pengamatan di Pengadilan Agama Kotabumi. 

b. Wawancara 

 
27 Lincolin Arsyad Soeratno, Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: 

UPP AMP YKPN, 1995), p. hlm. 89. 
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 Agar memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya 

maka wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data 

yang tepat, melalui komunikasi verbal dengan cara 

komunikasi langsung kepada responden secara mendalam, 

berdasarkan self-report, pengetahuan, ataupun keyakinan 

pribadi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 

Hakim Pengadilan Agama Kotabumi, Panitera Muda 

Pengadilan Agama Kotabumi, petugas meja E-Court 

Pengadilan Agama Kotabumi dan Advokat di Kabupaten 

Lampung Utara. 

c. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dalam hal ini 

penulis mengumpulkan dokumen seperti laporan tahunan 

Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, peraturan perundang-

undangan, buku dan literatur yang berhubungan dengan 

implementasi sistem E-Court. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu 

menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat 

umum. Dengan menyimpulkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang diharapkan dapat mudah dipahami. Dalam hal ini 
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adalah E-Court yang kemudian akan dilihat implementasinya di 

Pengadilan Agama Kotabumi, kemudian ditarik kesimpulan umum 

mengenai implementasi serta faktor pendukung dan penghambat 

yang ada. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penulisan 

skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai 

susunan bagian-bagian skripsi28. Maka, sistematika pembahasan dalam 

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

  Bab Pertama, Pada bab pertama terdapat Pendahuluan yang berisi 

tentang Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan serta manfaat 

penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode Penelitian dan 

Sistematika pembahasan, serta Daftar pustaka. 

  Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum, sebagai pengantar 

pengetahuan, membantu dalam menganalisis masalah yang ada dalam 

penelitian ini dan pengembangan landasan teoritis mengenai E-Court, pada 

bahasan bab ini berisi tentang Sejarah perkembangan E-Court di Indonesia, 

E-Court dalam Peraturan Perundang-undangan dan Penerapan E-Court di 

Pengadilan Agama. 

  Bab Ketiga, berisi pemaparan data primer yang didapat dari hasil 

wawancara penulis kepada para responden yang meliputi: Profil Pengadilan 

 
28 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). 
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Agama Kotabumi, Penerapan serta Peran Pengadilan terhadap penangan 

perkara E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi. 

  Bab Keempat, berisi analisis implementasi sistem E-Court di 

Pengadilan Agama Kotabumi PERSPEKTIF sistem hukum Lawrance Meir 

Friedman, dengan pendekatan sosiologis-normatif serta tinjauan efektivitas 

hukum terhadap penyelesaian perkara melalui E-Court di Pengadilan 

Agama Kotabumi. 

  Bab Kelima, bab terakhir atau bab kelima adalah Penutup yang 

terdiri dari Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran 

yang bersifat membangun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, sebagai bentuk 

jawaban dari perumusan masalah yang ada serta menjadi objek pada penelitian ini, 

penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pengadilan Agama Kotabumi dalam hal implementasi sistem E- 

Court memiliki sarana prasarana yang terbatas dan dinilai masih 

memperlukan banyak peningkatan, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan 

ruangan sidang yang hanya memiliki jumlah 2 ruang sidang saja, ruang 

sidang 1 sudah memiliki sarana pendukung serta dapat digunakan untuk 

melaksanakan perkara yang didaftarkan melalui E-Court. Sedangkan, ruang 

sidang 2 belum bisa memfasilitasi untuk penggunaan penanganan perkara 

E-Court, yang berarti ruang sidang 2 hanya diperuntukan untuk persidangan 

manual. Kurangnya peran duta layanan di PTSP dalam menawarkan dan 

memberikan informasi terkait penggunaan aplikasi E-Court yang 

menyebabkan banyak para pihak berperkara yang belum memahami tentang 

E-Court. 

2. Bahwa Pengadilan Agama Kotabumi memiliki peran yang baik dibalik 

kenaikan signifikan dari perkara E-Court yang telah didaftarkan dan 

diselesaikan pada tahun 2021 sampai 2022. Pengadilan Agama Kotabumi 

telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam 

berbagai bentuk kegiatan, seperti adanya sosialisasi dari Pengadilan Agama 



78 

 

 

Kotabumi kepada masyarakat melalui acara Sidang Keliling yang rutin 

dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu yang bentuknya disampaikan 

secara langsung kepada para pihak, petugas desa dan masyarakat yang hadir, 

Sosialisasi dalam bentuk Animasi Video, berita, website Pengadilan dan 

adanya peran Advokat yang diwajibkan mendaftarkan perkaranya melalui 

E-Court. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan atau konklusi di atas, maka diperlukan saran, 

masukan dan atau kritik terhadap implementasi sistem E-Court di Pengadilan 

Agama Kotabumi agar pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Kotabumi 

menjadi lebih baik, hal-hal disarankan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem E-Court di Pengadilan 

Agama Kotabumi. Untuk lebih memperluas bidang keilmuan, diharapkan 

bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan 

mengembangkan dari berbagai pendekatan dan perspektif, peneliti 

selanjutnya dapat terfokus kepada e-Litigasi dalam E-Court untuk melihat 

seberapa efektif peran E-Court dalam persidangan elektronik (e-Litigasi). 

Hal ini bertujuan untyuk mewujudkan harapan Mahkamah Agung dalam 

meningkatkan pelayan yang efektif dan efisien serta mendukung asas 

peradilan cepat dan biaya ringan. 

2. Mengingat pentingnya pelayan publik bagi negara hukum demokratis, maka 

penting kiranya bagi Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan 
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pelayan kepada para pihak atau masyarakat yang akan mendaftarkan 

perkaranya baik secara E-Court maupun non E-Court. 

3. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat yang dalam 

hal ini populasi dalam suatu masyarakat selalu bertambah, maka penting 

kiranya bagi Pengadilan Agama Kotabumi untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana untuk mendukungnya tertib administrasi dan beracara di 

Pengadilan Agama Kotabumi. 

4. Untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian dan penanganan perkara yang 

didaftarkan melalui E-Court. Diharapkan seluruh penegak hukum baik 

Hakim, Panitera, Petugas Meja E-Court, Kuasa Hukum dan pihak lainnya 

untuk berperan aktif dalam meningkatkan integritas profesinya dalam 

menjalankan proses administrasi dan persidangan secara elektronik yang 

pada esensinya sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia 
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